BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka

sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini,

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Penyelidikan Polda DIY terhadap penyalahgunaan narkotika jenis baru
sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelidikan yang
dilakukan dengan mempertahankan prinsip legalitas yaitu tidak
memidanakan seseorang yang perbuatannya tidak atau belum diatur
dalam peraturan hukum. Dalam penyelidikan terhadap penyalahgunaan
narkotika jenis baru, Polda DIY senantiasa merujuk pada sumber
kewenangan dan mekanisme penyelidikannya, antara lain sebagaimana
diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 16
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Inonesia, dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika. Berdasarkan asas legalitas, penyalahgunaan
narkotika jenis baru tersebut tidak dapat dipidana meskipun
perbuatannya dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Hambatan Polda DIY dalam penyelidikan terhadap penyalahgunaan
narkotika jenis baru adalah peraturan yang tidak responsif tidak sesuai

dengan perkembangan kehidupan mayarakat. Tidak responsifnya.
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan
Penggolongan Narkotika sebagai peraturan pelaksananya menyebabkan
Polda DIY tidak dapat melanjutkan proses pemidanaan lanjutan
terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis baru karena jenis
narkotika yang disalahgunakan pelaku tidak atau belum diatur dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan
Penggolongan Narkotika, meskipun memenuhi unsur-unsur pengertian
narkotika yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kebijakan Polda DIY untuk mengatasi hambatan dalam penyelidikan
terhadap penyalahgunaan narkotika jenis baru adalah wajib lapor. Pada
waktu Polda DIY menemukan dan atau menangkap pelaku
penyalahgunaan narkotika jenis baru maka Polda DIY membuat
kebijakan wajib lapor terhadap pelaku. Kebijakan wajib lapor bertujuan
agar pelaku tidak lari begitu saja serta Polda DIY dapat terus
mengontrol pelaku tersebut. Kebijakan wajib lapor merupakan
kewenangan bebas atau diskresi Kepolisian sesuai pengaturan Pasal 18
ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia.Sebagai bentuk kebijakan berdasarkan

kewenangan diskresi, wajib lapor tentu memiliki batasan waktu
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tertentu, setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan

(SP3) maka kasus yang ada dihentikan dianggap selesai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran

sebagai berikut:

1.

Peraturan terkait narkotika khususnya Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika beserta Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan
Narkotikasebaiknya diperbaharui setiap waktu sesuai denga
perkembangan kehidupan masyarakat. Tujuannya adalah agar
pemberantasan narkotika yang dapat menghancurkan generasi penerus
bangsa dapat dilakukan secara maksimal oleh penyelidik Kepolisian
khususnya Polda DIY.

Sebagai aparat hukum yang berwenang melakukan penyelidikan, Polda
DIY seharusnya melaksanakan metoda-metoda teknis penyelidikan
yang lebih canggih misalkan dengan membuat aplikasi yang dapat
mendeteksi rekam jejak digital orang-orang yang berpotensi

menyalahgunakan narkotika khususnya narkotika jenis baru.
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